
 

 

KEPALA DESA  JERUKAGUNG 

KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN 

PERATURAN KEPALA DESA  JERUKAGUNG 

NOMOR  12 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  JERUKAGUNG 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA  JERUKAGUNG 

    

Menimbang :  a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
desa; 

   b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan 
pelaksanaannya; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APB Desa) Tahun Anggaran 2019. 

    
    
Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  02 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tenteng Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

  03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

  04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



  05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  06 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah 

  07 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6827); 

  08 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah; 

  09 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

  10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

  11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

  12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

  13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 
Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

  14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 



  15 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 202 Nomor 180); 

  16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data 
Profil Desa Dan Kelurahan; 

  17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos 
Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 288); 

  18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2091): 

  19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

  20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2094); 

  21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

  22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 53); 

  23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40); 

  24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037) 

  25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

  26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 

  27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

  28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

  29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan 
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

  30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 



  31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

  32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296), sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

  33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dalam rangka Penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961); 

  34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan 
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang 
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

  35 
 

 
 

36 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan 
Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha 
Milik Desa Bersama; 
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan 
di Desa; 

  37 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 960); 

  38 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
…………/PMK.07/2023 tentang pengelolaan keuangan desa; 

  39 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Nomor 64); 

  40 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 3); 

  41 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 

  42 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 



Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 
136); 

  43 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber 
Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang 
sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2019 Nomor 162); 

  44 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemikskinan; 

  45 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun Nomor 157); 

  46 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2015 
Nomor 22); 

  47 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem 
Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2015 Nomor 48); 

  48 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen 
Tahun 2015 Nomor 54); 

  49 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2016 Nomor 40); 

  50 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90); 

  51 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2018 Nomor 37); 

  52 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 
67); 

  53 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Besaran 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan 
Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 
Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 

  54 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan 
tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2020 Nomor 11); 

  55 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik di Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2020 
Nomor 68); 

  56 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk 
Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2020 Nomor 8); 



  57 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 
2021 Nomor 19); 

  58 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Teknis 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen (Berita 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 133); 

  59 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan 
dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2021 Nomor 152); 

  60 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar 
Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 157), sebagaimana 
telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 
Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2022 
Nomor 35); 

  61 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga 
Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 40); 

  62 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2024, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57); 

  63 Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kebumen Nomor 142/……. tanggal …. Desember 2023 tentang 
Penyesuian APB Desa Tahun Anggaran 2024; 

  64 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa 
Jerukagung Tahun 2017 Nomor 7); 

  65 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan 
Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2019 Nomor 3); 

  66 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 6  Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran 
Desa Jerukagung Tahun 2019 Nomor 6); 

  67 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2021 Nomor 5); 

  68 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 
2023 Nomor 3); 

  69 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang  Pendirian 
Badan Usaha Milik Desa Agung Makmur Jerukagung Desa Jerukagung 
(Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 24). 

  70 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Jerukagung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa 
Jerukagung Tahun 2023 Nomor 10); 

    



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  JERUKAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024. 
 

Pasal 1             

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa   
 1.1. Pendapatan Asli Desa   
  a. Semula Rp 60.500.000,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah PADesa setelah perubahan Rp 60.500.000,00 
 1.2. Transfer   
  a. Semula Rp 2.262.548.000,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 51.800.000,00 

  Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.314.348.000,00 
 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah   
  a. Semula Rp 2.000.000,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah 
perubahan 

Rp 2.000.000,00 

 Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp 2.376.848.000,00 
 

2. Belanja Desa   
 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   
  a. Semula Rp 629.285.053,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah setelah perubahan Rp 629.285.053,00 
 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   
  a. Semula Rp 1.485.657.000,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah setelah perubahan Rp 1.485.657.000,00 
 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa   
  a. Semula Rp 95.072.950,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 51.800.000,00 

  Jumlah setelah perubahan Rp 146.872.950,00 
 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa    
  c. Semula Rp 230.979.000,00 
  d. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah setelah perubahan Rp 230.979.000,00 
 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 

dan Mendesak Desa 
  

  a. Semula Rp 21.600.000,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah setelah perubahan Rp 21.600.000,00 
 Jumlah Belanja  setelah perubahan  Rp 2.514.394.003,00 
 Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (189.346.003,00) 



3. Pembiayaan Desa   
 3.1. Penerimaan Pembiayaan   
  a. Semula Rp 197.546.003,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 197.546.003,00 
 3.2. Pengeluaran Pembiayaan   
  a. Semula Rp 60.000.000,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 60.000.000,00 
     
 Selisih pembiayaan setelah perubahan  Rp 137.546.003,00 
    

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00 
 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh 

Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini 

dengan penempatannya dalam Berita Desa  Jerukagung. 

       Ditetapkan di :  DESA JERUKAGUNG 

       Pada tanggal : 19 December 2023 

       KEPALA DESA JERUKAGUNG, 

 

       AJI DANU HARJANTO 

Diundangkan di :  DESA JERUKAGUNG 

Pada tanggal  :  19 December 2023 

SEKRETARIS DESA JERUKAGUNG 

 

AGUS SUHARJO 

BERITA DESA  JERUKAGUNG TAHUN 2024 NOMOR 12  

 


